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A. La tar Belakang Ma.5ala.b 

Pada hakekatnya pembangunan nasional merupakan tujuan bcrsama 

antara pemerintah dan masyarakat. oleh karena itu masyamkat dalam 

pembiayaan harus senantiasa ditingkatkan_ Uotuk dapat meningkatkan peran 

oena masyarakat dalam membayar pajak maka sistem perpajakan yang dipakai 

sebagai dasar pclaksanaan pemungutan pajak harus sesuai dengan tingknt sosial 

ekonomi masyarakat Indonesia dan dihampkan sistem tersebut dapat 

Memberikan kepereayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

serta hnknya dibidang perpajakan. 

Biaya penyeleoggnraan negara dan pembangunan nasional membutuhkan 

cboa yang besar agar tereipta kemakmuran rakyat yang adil dan merata_ 

P3da Tuhun 2012, rencana pencrimaan pajak yang dikclola Direktorat Jenderal 

Pajh sebesar Rp IJ02 trililm atau scbcsar 78% dari keselurullan pencrimaan 

DC£3ta yang tereantum dalam APBN-P 201l,meningkat 2l�'o dibandingkan 

po!'llerirnaan tahLm 20// sebesur Rp 872,6 tri/iun. 

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan pembanguoan discgala bidang 

bil.: bidang fisik maupun bidang non fisik untuk tingkatkan perekonomian. 

Pemban).,'llllan dalam negeri berasal dari peoerimaan migas dan non migas. 

� kC'Tiyataann:ra penerimaan dalanl ncgeri dari migas peronnya scmakin 

cc::::wJ 1111 karena volume peojualan bcrJasarkan kuota dan harganya san gat 
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tergantung dari harga migas di pasar intemasional, sedangkan penerimaan dari 

non mig�C> mciiputi pencrimaan perpajakan dan huknn paJnk Apnhtln pen�'!'1..IT'Il'�n 

ini ditingkatkan pencapaiann ya, maka akan menjaga kemantapan dan keslabilan 

pendapatan negara. 

Indonesia sendiri menganut prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) yang berimbang dan dinamis, yaitu pajak d ipungut olch 

pemerintah untuk m embiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 

1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang perpajakan yang 

sebagian besar disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui 

Dewan Perwakilan Rak.yat (OPR). Penerimaan pajak di Indonesia diupayakan 

harus selalu mcningkat karena penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan 

A;ebutuhan investasi dalam ncgeri yang terus meningkat. 

Disisi lain pemerintah juga menyadari adanya faktor-faktor negara yang 

mempengaruhi penerimaan pajak. Salah satu potensi penerimaan yang selama 

-· belum tercapai secara serius adalah tindakan penagihan pajak yang 

dit.angguhkan. Tunggakan-tunggakan pajak terscbut dicairkan, negara tidak saja 

.ibn dapat rneningkatkan penerimaan pajak namun juga lmv Enforcemenl 

c:nuk mc:menub i kcadilan pemungut pajak. Pcnerimaan paja k di harapk an 

6pat men�o�&anti peranan pinjaman luar negeri dan m enghindari ketergantungan 

kepada p ihak luar. Tckad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dana dari 

dtor pajak harus diikuti d eng an kerja kcras melalui penggalian potensi pajak, hal 

- cfih...'-ukan antara lain dengan perluasan dasar pengenann pajak, menambah 
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